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Pendahuluan

Perkembangan

Teknologi Informasi

Dasar Hukum 

• Menurut Undang-Undang No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN). Mewujudkan
Aparatur Sipil Negara sebagai
profesi yang memiliki kewajiban
mengelola, mengembangkan,
mempertanggungjawabkan dan
menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen ASN.

• Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil bahwa
PP ini secara khusus mengatur
tentang penilaian kinerja PNS.

Teknologi informasi menjadi salah satu
dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas diberbagai sektor. Salah
satunya pada sektor pemerintah yang
dapat memanfaatkan sistem informasi
berbasis web atau aplikasi inovasi
kinerja pegawai. Salah satunya aplikasi
untuk kinerja pegawai ASN.
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E-kinerja

E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang

dirancang untuk mengelola seluruh siklus kinerja

pegawai, mulai dari perencanaan target,

pencatatan aktivitas harian, hingga evaluasi

pencapaian secara digital. E-kinerja memiliki

beberapa fitur untuk memantau kinerja pegawai

BKD secara real-time.

Aplikasi E-kinerja yang dilengkapi dengan

berbagai fitur utama, seperti fitur perencanaan

kinerja untuk penetapan Sarana Kinerja Pegawai

(SKP), fitur pelaporan kinerja, fitur dialog kinerja

untuk komunikasi antara pegawai, terakhir fitur

modul evaluasi dan penilaian sebagai penilaian

berkala pegawai BKD.

Gambar 1. Website E-Kinerja 
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Data 

Tahun
Sangat 

Baik
Baik

Butuh

Perbaikan
Kurang

Sangat 

Kurang

2022 0,70% 92,40% 0,30% 0,15% 0,05%

2023 0,85% 95,75% 0,20% 0,15% 0,05%

2024 0,88 % 98,95% 0,01% 0,12% 0,05%

Tabel 1. Presentase kinerja Pegawai BKD 

Berdasarkan data presentase kinerja pegawai di BKD Kabupaten Sidoarjo meningkat secara

signifikan dari tahun ke tahun antara tahun 2022-2024. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan

dalam kategori Sangat Baik, yang menunjukkan peningkatan kualitas kinerja karyawan dari

waktu ke waktu. Secara umum, penilaian kinerja pegawai didominasi oleh kategori Baik, yang

menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab

mereka secara optimal.
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Permasalahan

1. Komunikasi implementasi yang belum sepenuhnya efektif dan adanya
hambatan awal dari pegawai turut mempengaruhi tingkat keberhasilan
penerapan e-Kinerja.

2. Implementasi E-Kinerja di BKD Kabupaten Sidoarjo belum berjalan optimal
karena masih terdapat kesenjangan antara kemampuan sumber daya
manusia dengan tuntutan teknologi digital.

3. Kendala teknis seperti keterbatasan server dan sinkronisasi data, serta
belum meratanya infrastruktur jaringan menjadi hambatan dalam
pelaksanaan sistem.
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Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

Bagaimana aplikasi E-Kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas

pegawai BKD serta tantangan apa saja yang menghambat

optimalisasi dalam implementasinya?

Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana

implementasi aplikasi E-Kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas pegawai di

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo dalam penguatan

tata kelola berbasis elektronik, khususnya seperti hal pelaporan, pengukuran,

dan akuntabilitas kinerja pegawai.

Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah
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Penelitian Terdahulu
Penulis Peneliti terdahulu Judul Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian Terdahulu

Zachiyatul Chiqmah dan Ilmi
Usrotin Choiriyah (2019)

Faktor Pendukung Penerapan Smart
Governance melalui E-Kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sidoarjo

Hasil penelitian menegaskan bahwa
keberhasilan implementasi E-Kinerja
dipengaruhi oleh faktor pendukung
seperti ketersediaan infrastruktur
telekomunikasi, dukungan anggaran,
serta perangkat hukum yang memadai.

Tegar Prasetya Negara (2024) Implementasi kebijakan e-kinerja pada
badan kepegawaian dan
pengembangan sumber daya
manusia kabupaten pasangkayu
provinsi sulawesi barat

Hasil bahwa implementasi e-Kinerja
berjalan cukup baik dengan
meningkatnya ketepatan waktu
penyetoran SKP oleh ASN, didukung oleh
komunikasi efektif, infrastruktur memadai,
dan komitmen pimpinan.

Karmini, Andi Syaiful Zainal, &
Andi Awaluddin Maruf (2024)

Penggunaan aplikasi e-kinerja sebagai
instrumen peningkatan sasaran kinerja
pegawai pada badan Kepegawaian
dan pengembangan sdm kota kendari

Hasil pemanfaatan aplikasi e-Kinerja
sebagai alat untuk meningkatkan
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di BKPSDM
Kota Kendari.
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Metode
Jenis penelitian Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif

Lokasi penelitian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo

Fokus penelitian Mengimplementasikan program E-kinerja dan mengetahui E-

kinerja meningkatkan akuntabilitas pegawai.

Teknik pengumpulan Observasi, wawancara dan dokumentasi

Teknik penentuan informan Teknik purposive sampling

Teknik ana;isis data Menurut Miles dan Huberman (1992:20) dengan empat alur :

1. Pengumpulan data,

2. Reduksi data

3. Penyajian data,

4. Penarikan kesimpulan / verifikasi



9

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi E-Kinerja dalam

meningkatkan akuntabilitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi

kebijakan George C. Edward III. Teori ini digunakan untuk melihat keberhasilan

implementasi kebijakan melalui empat indikator utama, yaitu : komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut

menjadi dasar dalam menilai sejauh mana penerapan e-Kinerja mampu

mendukung efektivitas kerja serta meningkatkan akuntabilitas pegawai di

lingkungan BKD Kabupaten Sidoarjo.
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Hasil dan Pembahasan
A. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pemahaman untuk mengubah pandangan orang lain, manusia
menggunakan tanda-tanda alami atau universal dalam bentuk simbol yang didasarkan pada
kesepakatan manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Begitupun proses komunikasi di dalam
organisasi sangat rumit dan tidak mudah. Keberhasilan untuk mencapai tepat waktu dan nilai-nilai yang
tepat diperlukan untuk mendukung komunikasi yang efektif antara pegawai dan staf, antara pegawai
dan pimpinan mereka dan lainnya.

Implementasi komunikasi pegawai BKD merupakan faktor penting dalam mendukung
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Penyampaian informasi dilakukan melalui Surat Edaran (SE), grup
WhatsApp OPD, sosialisasi, serta bimbingan teknis (Bimtek) secara offline dan online. Pemanfaatan
media digital membantu mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah koordinasi antara
pimpinan, admin, dan pegawai dalam memahami penggunaan aplikasi E-Kinerja.

Pemahaman pegawai terkait aplikasi e-Kinerja, melalui komunikasi antara pemimpin harus
berkerja dengan baik. Dijelaskan oleh narasumber bahwa, penerapan e-Kinerja secara keseluruhan
berjalan lancar, namun tidak semua OPD mengalami tingkat kelancaran yang sama. Melalui “Dialog
kinerja” yang digunakan oleh beberapa pimpinan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih
transparan dan menghubungkan komunikasi dua arah.
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Komunikasi

Gambar 2. Sosialisasi Online Aplikasi E-kinerja
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Hasil dan Pembahasan
B. Sumber daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi aplikasi
E-Kinerja di BKD Kabupaten Sidoarjo, meliputi sumber daya manusia, informasi,
wewenang, serta fasilitas pendukung seperti komputer dan jaringan internet.
Sebagian besar OPD dan lingkungan BKD telah memiliki sarana yang memadai,
meskipun beberapa wilayah kecamatan dan desa masih menghadapi kendala
infrastruktur TIK yang belum stabil.

Kemampuan pegawai dalam penggunaan aplikasi juga masih beragam,
pegawai muda cenderung lebih cepat beradaptasi, sedangkan pegawai senior
memerlukan pendampingan lebih intensif. Untuk mendukung implementasi, BKD
menyediakan Bimtek, helpdesk, dan coaching clinic. Selain itu, terdapat kendala
pada bagian teknis seperti server melambat saat akses pengguna meningkat dan
keterlambatan sinkronisasi data, namun perbaikan terus dilakukan oleh tim teknis dan
Diskominfo guna menjaga kelancaran sistem.
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Hasil dan Pembahasan
C. Disposisi

Indikator disposisi mengukur para pelaksana kebijakan merasa tentang mengelola

suatu program salah satunya program aplikasi E-kinerja. Disposisi pegawai ditandai oleh sikap,

dedikasi, motivasi, dan respons mereka terhadap kebijakan yang berlaku. Pelaksanaan

kebijakan akan lebih berhasil jika mereka yang melaksanakannya termotivasi, memiliki

pandangan yang positif, dan memahami tujuan yang ditetapkan.

Awal implementasi sistem digital, sebagian pegawai menunjukkan penolakan karena

menganggap aplikasi E-Kinerja menambah beban administrasi. Namun, seiring waktu

pegawai mulai menerima sistem tersebut setelah merasakan manfaatnya, terutama

transparansi penilaian kinerja dan kepastian dalam perolehan Tunjangan Penghasilan

Pegawai (TPP). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung terhadap manfaat

kebijakan dapat meningkatkan penerimaan pegawai terhadap implementasi e-Kinerja.

Adanya implementasi aplikasi E-Kinerja trasparansi ini membuat pegawai memiliki

akuntabilitas yang tinggi terhadap kewajiban pekerjaannya.
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Hasil dan Pembahasan
D. Struktur birokrasi

Berdasarkan teori George C. Edward III, struktur birokrasi yang jelas mampu

meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan melalui pembagian wewenang yang

terorganisir dan hubungan kerja yang terkoordinasi. Struktur birokrasi dalam implementasi

aplikasi E-Kinerja di BKD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peran penting kejelasan SOP,

pembagian tugas, dan koordinasi antarunit dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

Penerapan SOP dan panduan penggunaan aplikasi membantu pegawai memahami

prosedur kerja sehingga meminimalkan kesalahan dan kebingungan dalam penggunaan

sistem. Akuntabilitas juga terlihat dari pembagian tugas yang jelas, mulai dari pegawai

sebagai penginput data kinerja, atasan sebagai verifikasi, BKD sebagai pengelola dan

pengawas, hingga Diskominfo sebagai pengelola sistem aplikasi. Implementasi struktur

birokrasi pada Badan Pegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo telah berhasil

menerapkan e-Kinerja berkat wewenang yang jelas, petunjuk tertulis dan SOP yang terstruktur,

distribusi tugas yang terorganisir, serta sistem pemantauan yang sistematis.
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Kesimpulan 
Penggunaan aplikasi E-kinerja oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten

Sidoarjo telah terbukti secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pegawai. Penggunaan

aplikasi E-kinerja didukung oleh implementasi yang cukup berhasil dalam hal komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang sesuai dengan teori dari George C. Edward

III. Metode ini digunakan sebagai alat administrasi, tetapi juga membantu dalam

membangun budaya kerja yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Implementasi aplikasi E-kinerja menjadi model untuk manajemen kinerja pegawai

negeri sipil yang lebih modern dan efektif, terutama dalam hal menjaga standar tata kelola

yang baik. Keterbatasan lain dari studi ini meliputi keterbatasan infrastruktur di wilayah kerja

yang jauh dari pusat pemerintahan, tantangan teknis terkait beban server dan sinkronisasi

data. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perlu mendorong unit kerja untuk merumuskan

indikator yang tidak hanya mengukur kuantitas (output), tetapi juga kualitas, efektivitas, dan

dampak (outcome) dari suatu pekerjaan. Hal ini akan membantu menggeser fokus pegawai

dari sekadar "melaporkan aktivitas" menjadi "menciptakan hasil".
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